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Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pangan, layaknya minyak goreng, menciptakan
variasi strategi penjualan oleh pelaku usaha yang hendak bersaing satu sama lain untuk menjual produknya.
Melihat banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat bersaing di pasar bersangkutan, pelaku usaha melakukan
penjualan secaratying agreement dan bundling dalam menjual minyak goreng hampir di seluruh wilayah
Indonesia. Hal ini tentu merupakan perbuatan yang tergolong sebagai persaingan usahatidak sehat, yang
mana telah merugikan berbagai pihak mulai dari Pengecer hingga Konsumen dengan tidak adanya hak yang
diberikan untuk memilih produk yang sebenarnya diinginkan. Berdasarkan program Minyak Goreng Rakyat
yang dikeluarkan oleh pemerintah, Minyakita hadir dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk
menanggulangi kasus tersebut. Hanya sagja, tying agreement dan bundling masih kerap terjadi, yang salah
satunya dilakukan oleh distributor di Provinsi Lampung. Pada kasusnya, Konsumen diwajibkan untuk
membeli produk lada bubuk apabilaingin membeli Minyakita. Sehingga, skripsi ini bertujuan untuk
memberikan analisis terkait dugaan tying agreement dan bundling yang akan dikaitkan dari sisi Hukum
Persaingan Usaha berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Y uridis-normatif digunakan sebagai bentuk penelitian ini, dimana penulis lebih memfokuskan pada aturan-
aturan hukum yang tidak tertulis dan tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang
berkaitan dengan topik. Selain itu, penulis juga akan menganalisis lebih lanjut terkait dampak hukum
terhadap perjanjian terikat dan bundling, serta dampak terhadap implementasi peraturan yang telah
dikeluarkan oleh KPPU. Kesimpulannya, distributor telah memenuhi unsur Pasal 15 Ayat 2 Hukum
Persaingan Indonesia. Namun, belum ditemukan bukti kesepakatan dan KPPU diharapkan mengusut |ebih
lanjut terkait kasusini.

...... Increasing public consumption of food supply, such as cooking oil, creates a variety of sales strategies
by business actors who want to compete with each other to sell their products. Seeing that many business
actors are unable to compete in the relevant market, business actors carry out sales by means of tying
agreements and bundling in selling cooking oil in almost all regions of Indonesia. The actsis classified as
unfair business competition, which has harmed various parties ranging from Retailers to Consumersin the
absence of the right to choose the desired product. Based on the Minyak Goreng Rakyat program issued by
the government, Minyakita are established in addition with the Highest Retail Price to overcome thisissue.
However, tying agreements and bundling still occur frequently, one of which is carried out by distributorsin
Lampung Province. In this case, consumers are required to buy pepper powder products in order to buy
Minyakita. Thus, thisthesis aimsto provide an analysis regarding allegations of tying agreements and
bundling which will be related from the perspective of Business Competition Law based on Law No. 5 of
1999 and other related laws and regulations. Juridical-normative is used as a form of this research, which the
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author more focused on unwritten and written legal rules by using library research methods that are related
with the topics. In addition, the author will also analyze further regarding the legal impact on bundling and
tying agreements, as well as the impact on the implementation of regulations that have been issued by
KPPU. In conclusion, the distributor has fulfill elements of Article 15 Paragraph 2 of Indonesian
Competition Law. However, it is not found yet the evidence of agreement and KPPU is expected to
investigate more regarding this case.



